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PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

BUPATI MALUKU TENGAH,

bahwa bDerdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 201l tentang Perubahan Kedug atus
Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ter; lang Pedoman Pezngelclaan Keuangan Daergh, maka
perlu  diberikan Tunjangan Kesejahteraan [ [naentil
bulanan kepada Dokter Spesialls, Dokter Umum dan
Dokter Gigi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluka
Tengeh,

bahwa berdagarkan pertimbangan sthagairnang
dimeksud dalam huraf & perlu ditelapkan dengan
Peraturan Bupati Maluku Tengah; :

Undang-Undang Nomor 60 Talhun 1958 lentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Dalam Wiayah Daerah Swatantra Tingkat |
Maluku [Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang MNomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Malulon Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupzien Maluku Tenggara Barat jo. Undang-
Undang Nomor & Tahun 2000 tentang Perubahan Aias
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pemmbentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bury
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3895);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomeor
47, Tambah mbaran Negara Nomor 4286}



10.

1L

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 40 - Tahun 2003  tentang
Pembentukan  Kabupaten — Seram Bagian  Tiumur,
Kabupaten Seram Bagian - Barat dan Kabupaten
Kepulanan Aru di Provinsi Maluku (Lermbaran Negara
Tahun 2003 Nemer 115, Tambahan Lernbaran Negara
Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 1 Tehun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4333);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktck
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor |16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 443});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  |enlang
Perimbangan Keuangan Antora Pemerinigh Pusar dan
Pemenntahan Daerah [ Lembaran Negara Tahun 2004
Nomeor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang
Kesehatan | Lembaran Negara Tahun 1992 Nornor 100,
Tamibahan Lembaran Negara Nomor 3495);

Undsang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Peratuiran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nemor 821, Tembahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipill Negare {(Lembaran Negara Tehun 2014 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Nomer 5494):".,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daersh (lembaran Negsra Tshun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tientang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1
Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 MNomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137) ;

Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahurn 1995 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pf:mbagiwgn Pemerintahan Angars Pemerintah,




Menetapkan -

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintzhan Daerah
Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Tahun 2007 Nomer
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47 37);

15. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis

16. Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor 1199 A/
MENKES/PER/X /2004 tentang DPedoman Pongadaan
Tenaga Kesehatan dengan Peganpan Kerjg di Sarana
Kesehatan Milik Pemerintah;

7.  Peraturan Menleri ©  Kesehatan Nomaor 12/
MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan
Pelaksanaan Praktek Kedokleran;

18. Peraturan Menten Kesehatan Namoaor 1231/

MENKES/PER/X}/2007 temtapg Penugasan Khusus
Sumber Daya Manusia Kesehatan;

19. Peraturan Menter] Kestchatan Momor
340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah
Sakit;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ¥ Tahun 2013
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pencempatan Dokter
dan Bidan sebagai Pegawa Tidak Tetap.

21, Peraturan Menteri Kesthatan Nomor 1€ Tahun 2017
tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam
rmendukung Program Nusantara Sehat;

22, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor O4
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 20i7;

23.  Peraturan Bupati Maiuku Tengah Nomor 46 Tahun 2016

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daergh Tahun 2017,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 37 TAHUM
2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/INSENTIF
DOKTER SPESIALLS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini wuyg diunaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

9. Pemerintah Dasrah adalah Kepala Daersh secbagai unsur penyelenggara
pemerintahan [h,q@; z_rg memlmpin pelaksanaan urusan pemerintahan
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vang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
[Yinas Kesehatan adaiah Dinas Keseshatan Kabupaten Maluku Tengah.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawal yang
dlanpkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan lugas
Femerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis nperasmna] dan
adminmistrasi dengan kebutuhan dan kemampuarn organisasi.

b, Dokter adalah Dokter, Dokter (Mg, Dokter Bpesiahs, dan Dokter Ongi
Spesialis Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik
didalam maupun d luar Neperi vang diakui oleh Pemenntah Republik

Indsnesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan vang berlaku,

7. Bidan adalah seorang perempuan dari Pendidikan Bidan yang telah
teregisirasi sesual dengan peraturan Perupdang-undangan yang berlaku.

8 Dokter sebagai PTT adalah dokter yang bDukan Pegawai Negeri Sipil d
angkat oleh Pejabat yvang berwenang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
untyk selama masa pehlgasen.

9, Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan Pegawei Neger! Sipil, diangkat
pleh Pgjabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagal
Bidan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah.

i0.Daerah  Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang relatll kurang
berkembang di bandingkan Daerah lain dalam skala Nasional dan
berpenduduk relatif tertinggal,

11. Satuan Kerja Perangkat Daersgh yeng selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah Kahunaten Maluku Tengah
sclaku perigguna anggaran/ barang.

Pagal 2

Dengan Peraturen Bupsti ini ditétapkan perubahan Tunjangan Kesejahteraan
/ Insentil Dokter Spesialis, anter Urmmum dan Dokter Gigi df Kabupaten
Maluku Tengah.

Pasal 3

Tunjangan Kesejahteraan / Insentif diberikan kepada Dokrer Spesialis, Dokter
Umum dan Dokter Gigi Pegawal Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Mokter
Nusantara Sehat berdasarkan Peraturan Peérundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati i adalah Pembenan Tunjangan
Kesejahteraan / Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter
Gigi, yang didasarkan pada ketersediaan tenaga Dekter yang ada di
Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal &

(1}Tunjangan Kesejahteraan /[ Insentif Dokter diberikan kepada Dokter
Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi fingkup Pemerintah Kabupaten
Maluku Tengah.

(2) Tunjangan Kesejahteraan / Insentil dokter sebagaumana dimaksud pada

ayat {1} dibenkan s /e# q\mhn sebagai berikuy .
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Nama Puskesmas Ee;a_aran Begaran Be:t:»aran
Insentii” Dokter | Insentif Dokter | Insenul Dokter
/ Kecamatan Pegawail Negeri | [Popawai Tidak Nusantara
Simil Tetap Sehat
1. DOKTER SPESIALIS
PEGA WAI NEGER]
SIPIL.  DAN DOKTER
SPESIALIS WAJE
KERJA TUGAS
BELAJAR ; _
a. Penyakit Dalam Rp. 21.250.000,- - -
b, Penyalat Anak Rp. 21.250.000,- - .
¢ Bedah Rp. 21.250.000,- ; ;
d, Obstetri 8 | Rp. 21250000, - i
Gine kologl ' .
2. Anasthesi Rp. 21.250.000,. - " ,
f Radiologi Rp. 18.000.0C0.- - -
g Mata Rp. 18000.000.- ; .
h. Neurologi _ Rp. 18000000, - | - -
i Paclog Klinik - | Rp. 18.000.000,- -
J.  Andrologi " | Rp. 18.000.000,- - .
k Pawlog Anatomni Rp. 18000000,- - -
1. Forensik Rp. 18.000.000,- - -
m Qizi Klinik Rp. 18.000.000,- -
2. WAJIB KERJA DOKTER
SPESIALIS MANDIRI Rp 12.500.000,- Rp. 12.500.000,- -
Pasal 6

Pemberian Tunjangan/Insentif kepade Dokier Spesialis, Dokter Umum dan
Dokter Gigi Pepawai Negeri 3Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusanlara
Sehat diseswaikan dengan kemampuan Kruangan Daerah.

Pasal 7

(1) Bupati melalui Kepala Dinas Keschatan Kahupaten Maluku Tengah
melakukan Monitoring dsn Evaluasi pelaksanaan tugas profesi atau
kinerja Dokter penerima lunjangan. _

(2) Dokter penerima tunjangan yang bdak melaksanakan tugas pelayanan
. profesi secara balk, Bupati melalui Kepala Dinas Keschatan Kabupaten
Maluku Tenpah melakukan tindakan penghentian pembeérian tunjangan.

(3) Penghentian pemberian tunjangan scbagaimana dimaksud ayat (7]
dilakukan setelah melalyi tahapan teguran secara patut sesuai Peraturan
Perundanpg-undangan yang berlaku.

1@4




Pasal §

Tunjangan scbagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati int dibertkan
kepada dokter yang bekerja di sarana kesehatan Pemerintah Daerah Maluku
Tengah dengan merujuk pada Ketenluian Peratumn: Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Wa)ib Kerja Dokter Spesialis.

Pagal] 9

(1) Dukler Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berhak memperoleh
Kesejahteraan [/ Insentf.

(2l Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berhak mengajukan
perpindahan den / atau perubahan lokasi penupasan dalam wilayah
Kabupaten Maluku Tengah.

(3 Dokler  Spesialis, Dokter Urmum dan  Dokter  Gig berkewajiban
melaksanakan tupas profesi Dokter sesual dengan program Permerintah
Kabupgten Maluku Tengah.

Pasal 10 -

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar sectinp orang mengetahuinya, memetintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Deerah Kabupaten Maluku
Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 99 September 2017
i)

CAitpAT MALURU TENGAH,

Prundangkan di Masohi
pada tanggal September 2017

Pli. SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH ¥

RAKIB SAHIUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOER: 3!—}! 9




